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The purpose of this research was to analyze the effect of good governance
implementation and service performance of non-personnel expenditure disbursement and
Agency Accounting System (SAI) recontiliation to the service user satisfaction.

The population in this research was 320 working units which have been
becoming partner of the Local Treasury Office (KPPN) Padang. Primary data were
collected within questionnaire instruments which distributed to the service users. This
research was quantitative’s one and the hypotheses testing used multiple linier regression
to determine the influence among those variables.

The testing results of this research revealed that the good governance
implementation variable and the service performance variable have influenced to the
satisfaction of the service users even its simoultaneously and partially ways among those
variables. Based on this testing, it could be concluded that both good governance
implementation and service performance’s of KPPN Padang resulted to the satisfaction
of the service users.
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ABSTRAK

Pengaruh Implementasi Good Governance dan Kinerja Pelayanan Pencairan Dana
Non Belanja Pegawai dan Pelayanan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Terhadap Kepuasan Pengguna pada KPPN Padang
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara implementasi good
governance dan kinerja layanan Pencairan Dana Non Belanja Pegawai Dan Pelayanan
Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap kepuasan pengguna layanan.

Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 320 satuan kerja pengguna layanan
yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.
Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disebarkan
kepada para pengguna layanan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pengujian
hipotesis dilakukan dengan cara analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh di
antara variabel-variabel yang ada.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variable implementasi good governance
maupun variable kinerja layanan mempengaruhi kepuasan pengguna layanan baik secara
simultan maupun secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa implementasi good governance dan Kkinerja layanan pada KPPN Padang
menghasilkan kepuasan bagi pengguna layanan.

Kata kunci : Good Governance, Kinerja Layanan, dan Kepuasan Pengguna.

1. Pendahuluan

Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai kontribusi, pemberdayaan, dan
keseimbangan peran antara tiga pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat). Organisasi pemerintah harus mampu bersaing dengan dunia usaha swasta
dalam mengelola sumber dayanya dengan tujuan akhir adalah pengguna layanan. Peran
organisasi pemerintah yang memiliki daya saing dengan dunia usaha swasta inilah yang
dinamakan mewirausahakan birokrasi/reinventing government (Osborne et al., 2003:194).

Peran reinventing government di Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif dilakukan dengan cara memangkas dan
mereformasi birokrasi organisasi pemerintah. Reformasi birokrasi pada hakekatnya
merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan (bussines process), serta sumber daya manusia aparatur



dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Poernomo:2010). Untuk
mendukung reformasi birokrasi, pemerintah menerbitkan tiga paket undang-undang
mengenai pengelolaan keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Untuk mendorong berjalan efektifnya
reformasi birokrasi agar sesuai amanat ketiga undang-undang tersebut maka
diperlukanlah reformasi kelembagaan, tata kelola dan reformasi manajemen sumber daya
manusia dalam penyelenggaraan kepemerintahan (Mardiasmo, 2002:27).

Reformasi terhadap tata kelola mencakup proses bisnis, yang diterapkan melalui
penerapan Standar Operating Procedure (SOP) layanan unggulan pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Standar layanan unggulan yang diterapkan pada KPPN
antara lain standar layanan pencairan dana non belanja pegawai dan standar layanan
rekonsiliasi sistem akuntansi instansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA) yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010
tentang Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Dengan demikian standar layanan
unggulan pada KPPN merupakan pedoman atau acuan untuk menilai kinerja pelayanan
yang diberikan apakah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat maupun pemangku
kepentingan lainnya selaku pengguna layanan tersebut.

Dalam perspektif teori akuntansi sektor publik, terdapat hubungan kontraktual antara
pemerintah selaku penyelenggara layanan (agen) dengan masyarakat selaku pengguna
layanan (prinsipal). Penyelenggara layanan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip
akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan. Untuk mengurangi
asimetri informasi ini, masyarakat selaku prinsipal menginginkan jaminan
pertanggungjawaban kinerja organisasi publik, yaitu dengan cara agen (pemberi layanan)
harus memberikan perhitungan kinerja pemberi layanan kepada masyarakat (Bastian,
2006:268). Pemberian perhitungan ini merupakan penilaian terhadap kinerja organisasi
publik dalam memberikan pelayanan. Penilaian kinerja tidak cukup jika menggunakan
indikator yang melekat pada birokrasi itu sendiri, seperti efisiensi dan efektivitas
pelayanan organisasi publik (Dwiyanto et al., 2006:49). Namun harus dilihat juga dari
indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna
layanan, akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum dan responsivitas merupakan
indikator-indikator lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip-prinsip
good governance yang berkaitan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan

publik dari pemerintah.



Penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik dengan kinerja organisasi sektor publik, diungkapkan
dalam Prasetyono dan Kompyurini (2007) dan Pustakawan (2011). Penelitian tersebut
menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu sendiri. Di sisi lain, hubungan
antara penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan kinerja
organisasi sektor publik dengan indikator yang melekat pada pengguna layanan
diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh lIkbal (2012) dan Mulyawan (2009)
dengan hasil terdapat hubungan antara antara penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik dengan peningkatan kinerja organisasi sektor publik.

Salah satu indikator pada pengguna layanan adalah kepuasan pengguna layanan.
Hasil penelitian Elysabeth (2009) menjelaskan adanya hubungan antara implementasi
good governance dengan kepuasan pengguna layanan. Konsisten dengan Elysabeth
(2009), penelitian Nadeak (2010) juga mendapatkan hasil yang sama yakni adanya
hubungan antara implementasi good governance dengan kepuasan pengguna layanan

Penyebab kepuasan pengguna langganan selain implementasi good governance
dapat disebabkan oleh faktor kinerja layanan yang diukur melalui kualitas pelayanan.
Menurut Mustafa et al., (2010), kinerja pelayanan yang diukur melalui kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Konsisten dengan Mustafa et al., (2010),
penelitian Nugroho dan Sumadi (2005), Prasthiwi (2009), serta Rusydi dan Fathoni
(2011), juga mendapatkan hasil yang sama.

Dengan demikian, faktor-faktor yang mampu menciptakan kepuasan pengguna
layanan adalah kinerja layanan dan implementasi good governance. Hubungan kedua
faktor tersebut secara bersama-sama terhadap kepuasan pengguna layanan ditemukan
dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan oleh Theresia (2008). Dalam
Theresia (2008), disebutkan bahwa bahwa faktor implementasi good governance dan
kualitas pelayanan menyebabkan kepuasan pengguna layanan. Konsisten dengan Theresia
(2008), penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan oleh Susilo (2009) menyebutkan
bahwa implementasi good governence yang diwujudkan dalam reformasi birokrasi dan
kualitas pelayanan menghasilkan kepuasan pengguna layanan. Melalui penelitian
kuantitatif, Ikbal (2012) dan Mulyawan (2009) menyebutkan terdapat hubungan sebab
akibat antara implementasi good governance dan Kkinerja organisasi yang baik pada
akhirnya akan menghasilkan kepuasan pengguna layanan.

Berbagai fenomena dan beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan secara

terpisah faktor-faktor penyebab kepuasan pengguna layanan. Dalam penelitian ini,



peneliti ingin memperluas penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dapat
menyebabkan kepuasan pengguna, yakni implementasi good governance dan kinerja
layanan. Diharapkan, dengan menggunakan faktor implementasi good governance dan
kinerja layanan, kepuasan pengguna tidak hanya berfokus pada kualitas layanan. Namun
juga mampu mendukung bahwa kinerja layanan, diselenggarakan secara akuntabel,

transparan dan menciptakan efisiensi penyelenggaraan pelayanan.

2. Kerangka Teoritis dan Perumusan Model Hipotesis
2.1 Hubungan Kinerja Layanan dan Kepuasan Pengguna

Menurut Kotler dan Keller (2006) kepuasan pelanggan merupakan individu yang
merasa terpuaskan atau dikecewakan dari kinerja produk maupun jasa yang telah
diterimanya jika dikaitkan dengan apa yang telah diharapkannya. Untuk mengetahui
seberapa baik kinerja pelayanan yang diberikan, maka diperlukan indikator penilaian
kinerja. Untuk mengukur kinerja layanan publik dapat menggunakan indikator seperti
yang diungkapkan oleh Zeithaml et al., (1990) dalam Dwiyanto (2002:53) yakni: (i)
Responsiveness; (ii) Assurance; (iii) Tangible; (iv) Emphaty; dan (v) Reliability.

Penelitian terdahulu terdapat dalam penelitian Mustafa et al., (2010), yang
menemukan hubungan antara kinerja pelayanan yang diukur melalui kualitas pelayanan
dengan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak yang diberikan. Konsisten dengan
Mustafa et al., (2010), Nugroho dan Sumadi (2005), Prasthiwi (2009), serta Rusydi dan
Fathoni (2011), juga mengungkapkan bahwa secara bersama-sama 5 indikator kualitas
pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan. Dengan

demikian, model konseptual yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah:

Hyo . Kinerja layanan KPPN tidak berpengaruh terhadap kepuasan
pengguna pada pelayanan KPPN Padang (B, = 0).
Hia Kinerja layanan KPPN berpengaruh terhadap kepuasan pengguna

pada pelayanan KPPN Padang (B, # 0).

2.2 Hubungan Implementasi Good Governance dan Kepuasan Pengguna

Menurut Mardiasmo (2002:20-21) konsep reinventing government pada dasarnya
merupakan penegasan paradigma New Public Management. Paradigma New Public
Management (NPM) menjelaskan negara dilihat sebagai perusahaan jasa modern yang
harus bersaing dengan pihak swasta, namun tetap dengan kewajiban memberikan layanan
dan kualitas yang maksimal. Segala hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dianggap

sebagai ketidakefisiensian dan ketidakefektifan dalam paradigma New Public



Management (NPM). Masyarakat dinilai sebagai pengguna layanan publik, karena pajak
yang dibayarkan memiliki hak atas layanan dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu
sebagai imbalan atas pajak yang telah mereka bayarkan (Mardiasmo, 2004:11).

Reinventing government menekankan fungsi pemerintahan dalam tata kelola
kepemerintahan yang baik, artinya pemerintah harus berkompetitif agar pelayanan
dilakukan lebih baik sehingga pada akhirnya akan berorientasi kepada pelanggan
(Nurcholis, 2007:301-302). Orientasi kepada pengguna layanan mengartikan bahwa
pemerintah memfokuskan pemenuhan kebutuhan pengguna, bukan birokrasi. Sehingga
dalam pemberian pelayanan sehingga dapat memberikan nilai maksimum kepada
pengguna yaitu kepuasan pengguna.

Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesa ini, diungkapkan oleh Nadeak (2010)
yang menyebutkan implementasi prinsip-prinsip good governance berpengaruh terhadap
kepuasan pengguna layanan. Konsisten dengan Nadeak (2010), penelitian Elysabeth
(2009) juga menemukan hasil yang sama. Dengan demikian, model konseptual kedua

yang ingin diuji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

H,, : Implementasi good governance tidak berpengaruh terhadap kepuasan
pengguna pada pelayanan KPPN Padang (B, = 0).
H,, : Implementasi good governance berpengaruh terhadap kepuasan

pengguna pada pelayanan KPPN Padang (8, # 0).

2.3 Hubungan Implementasi Good Governance, Kinerja layanan dan Kepuasan

Pengguna

Adanya reformasi birokrasi menyebabkan perubahan paradigma birokrasi dan
manajemen sektor publik (Mardiasmo, 2002:27). Sehingga, diharapkan reformasi
birokrasi pada organisasi publik tercipta good governance dan pelayanan prima
(Nurcholis, 2007:301-302). Dengan demikian, terciptanya good governance dan
meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada organisasi sektor publik,
diharapkan akan menciptakan kepuasan pengguna layanan (Pandiangan, 2008:91).

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan (2009) menyebutkan, implementasi good
governance secara bersama-sama dengan kinerja pelayanan memiliki hubungan dengan
kinerja kepuasan pengguna layanan. Pendapat yang sama juga didukung dalam penelitian
Ikbal (2012). Penelitian Theresia (2008) juga mengungkapkan implementasi good
corporate governance mampu meningkatkan kinerja dan citra aparat pajak yang pada
akhirnya menciptakan kepuasan pengguna. Hal serupa diungkapkan oleh Susilo (2009),

yang menyebutkan bahwa implementasi good governance yang diwujudkan dalam



reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan dapat menyebabkan kepuasan pengguna
layanan.

Dengan demikian, model konseptual ketiga yang ingin diuji dalam penilitian ini
adalah:

Hso : Implementasi good governance dan Kinerja layanan KPPN Padang
tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan pengguna
pada pelayanan KPPN Padang (3= 0).

Ha, : Implementasi good governance dan Kinerja layanan KPPN Padang
berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan pengguna pada
pelayanan KPPN Padang (B;# 0).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain penelitian yang digunakan
adalah survei terhadap responden. Lokasi penelitian ini dilakukan pada KPPN Padang.
Pemilihan KPPN Padang sebagai lokasi penelitian dikarenakan telah diterapkannya
layanan unggulan pada KPPN Padang semenjak awal bergulirnya reformasi birokrasi
pada Kemeterian Keuangan. Terdapat jumlah populasi penelitian yang cukup besar yakni
sebanyak 320 satuan kerja yang menggunakan dana APBN baik instansi vertikal
pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah pada KPPN Padang. Jumlah sampel
yang diambil adalah sebanyak 80 sampel penelitian dan ditentukan melalui rumus Slovin
(Umar, 2003:141-142).

3.1 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan adalah kinerja layanan dan implementasi
prinsip-prinsip good governance. Definisi operasional variable kinerja layanan adalah
evaluasi terhadap penampilan kerja personel dengan membandingkannya dengan standar
baku penampilan untuk melihat produktivitas, efektivitas dan efisiensi perilaku kerja
pegawai. Indikator kinerja layanan yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan
menurut Zeithaml et al,. (1990) dalam Dwiyanto (2002:53) yakni: Tangibles, Reliability,
Responsiveness, Assurance, dan Empathy.

Definisi operasional variabel good governance adalah kepemerintahan yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat (PP No. 101 tahun 2000). Indikator implementasi
good governance yang digunakan adalah: Transparansi, Akuntabilitas, Efisien dan

Efektivitas, dan Aturan Hukum.



3.2 Variabel Dependen

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna.
Definisi operasional kepuasan pengguna layanan adalah individu yang merasa terpuaskan
atau dikecewakan dari kinerja produk maupun jasa yang telah diterimanya jika dikaitkan
dengan apa yang telah diharapkannya Kotler dan Keller (2006: 144).

3.3 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik uji regresi linier berganda,
untuk melihat besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel
dependen dengan skala interval atau rasio (Indriartono dan Supomo, 1992:211).

Hipotesisa penelitian ini dapat disusun dalam model berikut ini:

Y=G+B1X1+B2X2+8

Keterangan:

Y = Kepuasan Pengguna Layanan
o = Konstanta

B, B = Koefisien regresi

X4 = Kinerja Layanan

X, = Good Governance

€ = Error Term

3.4 Pengujian Terhadap Kualitas Data
1. Uji Validitas

Validitas suatu item instrumen dilakukan dengan metode metode corrected item-
total corelation (Gumilar et al., 2007:20). Alat ukur dianggap valid apabila r-hitung >
dari r-tabel.
2. Uji Reliabilitas

.Uji reabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach’s alpha dari tiap alat ukur
pada satu variabel. Apabila Cronbach’s alpha > 0,6 maka instrumen dalam variabel
tersebut dikatakan dapat dipercaya (Sekaran dan Bougie, 2010:325).

3.5 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas dapat dilihat berdasarkan nilai Varian Inflation Factor (VIF).
Jika nilai VIF lebih besar 1 dan lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas
(Sekaran dan Bougie, 2010:353).



2. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov
terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Jika signifikansi > 0,05 (uji dua arah
dengan nilai a/2 = 2.5%), maka data berdistribusi normal.
3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yaitu meregresi
nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika variabel independen secara signifikan

< 0.05 maka terjadi indikasi masalah heteroskedastisitas.

3.6 Analisis Uji Hipotesis

Analisis Uji yang digunakan adalah uji F (pengujian koefisien regresi secara
simultan) dan uji T (pengujian koefisien regresi secara parsial) dengan tingkat
signifikansi (o)) sebesar 5% (uji dua arah dengan nilai o/2 = 2.5%).

4. Analisis Data dan Pembahasan
Pengujian data dilakukan untuk mengetahu pengaruh parsial maupun secara
bersama-sama antara variable implementasi good governance dan Kinerja layanan

terhadap kepuasan pengguna layanan. Hasil pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas
Validitas instrumen pada variable penelitian ini, ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Kinerja Layanan

Variabel Penelitian (Indikator) Instrumen r-ﬁiﬁnlg r-tabel Kriteria

Kinerja Layvanan (X)) Item 1 0.588 Vahd

1 Tangidie (X1 1) Iterm 2 0.662 Vahd
Iterm 3 0.539 02257 Valhd
Itern 4 0535 i Vahd
Item 5 0.621 Vahd
Item 6 0.641 Vahd

2. Reliability (X1 2) Ttern 1 0.592 Valid
frem & G735 Vanid
Ttem 3 0583 | 02242 Vahd
Iterm 4 0677 Vabd
Ttern 5 0.551 Nalid

3 Responsivanass (X 3) Iternm 1 0.689 Vahd
ltern 0683 02213 Vahd
Item 3 0.675 Vahd

4. Adssurance (0% 2) Item 1 0.523 Nald
Iterm 2 0.571 Valid
Tterm 3 | 6636 | 02242 Valid
Item 4 0.576 Vahd
Item 5 0452 Vahd

5. Emphiaty X1 5) Tterm 1 0.692 NValid
Irem 2 D692 02227 Valid
Iterm 3 0.691 ST Vahd
Ttem 4 0.637 Vahd

Sumber: Data Primer (diolah)
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Tabel 4.2
Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Good Governance
dan Kepuasan Pengguna

Variabel Penelitian (Indikator) Instrumen r-hitung r-tabel Kriteria
Good Govermnance () Ttem 1 D.619 “alid
1. Transparamnsi{3> 1) Item 2 0.760 02213 Salid

Ttem 3 0690 WWalid
2. Akuntabilitas (32 20 Item 1 0.347 Salid
Item 2 D.t_ii? 02227 \-ia].?d
Itermn 3 0.747 i “ahd
Itermn 4 0374 “ahd
3. Efektivitas & Efisiensi (32 3) Itern 1 0.234 “ahd
Item 2 0631 WWalid
Ttem 3 0.649 02242 Walid
Ttem 4 0640 WWalid
Item 5 0.517 WWalid
4. Aturan Huknurm (3 20 Itern 1 0.794 “ahd
Itermn 2 0671 02213 Salid
Ttem 3 06351 WWalid
Kepuasan Pengguna Itern 1 0.666 02190 “ahd
Eepuaszan Pengzuna ((Y) Itermn 2 0.666 s “ahd

Sumber: Data Primer (diolah
Pada tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan seluruh butir instrumen pengamatan yang
digunakan dinyatakan valid untuk tujuan penelitian dimana keseluruhan r hitung > r tabel,
dengan r tabel adalah df=N-jumlah item instrumen pertanyaan dengan signifikansi 5%.
2. Uji Reliabilitas
Tabel 4.3 menunjukkan masing-masing nilai Cronbach’s Alpha hitung dalam
penelitian ini > 0.60, sehingga instrumen pengamatan yang digunakan dalam variabel

penelitian ini dinyatakan andal.

Tabel 4.3
Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel
- Vanabel Penelitian (Indikator) Cronbach's Cronbach's Kntena
Alpha Hitung Alpha
 Kinerja Lavanan (X1) o 3
Tangidie (X1 1) 0.827 Rehable
Ralladility (X; 3) 0.828 Eehiable
Reosponsiveness X1 3) 0.822 Relhable
“Azsurance (X 0.773 — Eeliabie
Emphiary (X <) 0.843 Rehable
Good Governance(XZ2) 3 0.600
Transparansi (X2 1) 0813 Fehable
Akuntabilitas (25 2) 0.729 Reliable
Efektivitas & Efisiens: (2w s) 0.75¢6 REehable
Aturan Hukurm (X2 4 0828 Feliable
Kepuasan Pengguna (Y) - S
Kepuasan Pengpuna (Y 0.800 Feliable

Sumber: Data Primer (diolah)

4.3 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai perhitungan Variance Inflation Factor (VIF)

untuk masing-masing variabel bebas lebih dari 1 dan kurang dari 10.
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Tabel 4.4

Uji Multikolinearitas

Coefficients®
97.5% Confidance Intecval jor B Collingarity Statstics

| ol wower Bound | Loper Bouna | Toerance | VIF

1 (Canstant) -£.856 410
KneralLayanan 063 108 283 1.018
CoodGovernancs .000 101 8383 1.018

&. Dependent Vanrable: Kepuasan

Sumber: Data Primer (diolah)

2. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada tabel 4.5 menunjukkan signifikansi perbedaan antara
distribusi nilai residual hasil persamaan regresi dengan distribusi normal baku > dari 0.05
(uji dua arah dengan nilai a/2 = 2.5%), yaitu sebesar 0.424, hal ini berarti nilai residual
tersebut terdistribusi secara normal.

Tabel 4.5
Uji Normalitas

One-Sample Koimogorov-Smirmov Tast

Residus |
N a0
Normal Parameters &.b Mean L0000
Stid, Devianon Bs728
Most Extreme Differences Absolute 098
Pasitive 0ES
Negative -.098
rolmogorov-Smirmnov 2 Bs7a
Asymp. Sig. (2-talled) Aza

a. Test distribution is Normal
. Calculated from data

Sumber: Data Primer (diolah)
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilihat dengan menggunakan uji glejser. Tabel 4.6
menunjukkan bahwa signifikansi dari kedua variabel > 0.05 (uji dua arah dengan nilai o/2
= 2.5%), artinya data pada semua variabel independen pada penelitian ini bebas dari

masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas
Cosfiicients®
Standardized
Unslandardized Coeficients Coeficents
| bodel B ‘ S, Error Bela ! Sg

1 {Constard) 1,236 ana 1.262 n
KinenaLayaran -008 07 -133 | -1 245
GoorGovemance 1Y) Q14 018 157 878

2 Cependent Vanabie: Abs_Residuas
Sumber: Data Primer (diolah)
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Hasil analisis regresi yang akan digunakan pada penelitian ini, dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Coefficients Regresi
_ Unstandardize T-test F-test Adj Std. Error
Variable d Coefficient t Si F Si R? of the
g g Estimate

(Constant) -3.223 -2.028 | 0.046

Kinerja Layanan (X,) 0.084 7.959 | 0.000
Good Governance 0.050 2.297 | 0.024 37.352 1 0.000 | 0479 0.868

(X2)

Sumber: Data Primer (diolah)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.7 maka model regresi linier berganda yang

digunakan dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut :
Y =-3.223 + 0.084 X; + 0.050 X, + 0.868

Keterangan:

Y = Kepuasan Pengguna

X1 = Kinerja Layanan

X, = Good Governance

1. Pengujian dan Pembahasan Model Hipotesa Pertama

Hasil pengujian yang didapatkan pada tabel 4.7 untuk hipotesis pertama (H;) dapat

dianalisis sebagai berikut:
a. Signifikansi dari uji T untuk X; adalah sebesar 0,000. Angka 0,000 < 0,05 (nilai /2 =
2.5%), artinya Hy, ditolak dan Hy, diterima.
b. Nilai T hitung untuk X; sebesar 7.959. T tabel = 1.99125. T hitung > T tabel, artinya
Hs, ditolak dan H;, diterima.

Dari analisa di atas, dapat disimpulkan kinerja layanan berpengaruh secara signifikan

terhadap kepuasan pengguna layanan. Hasil penelitian ini konsisten dengan apa yang
diungkapkan oleh Nugroho dan Sumadi (2005), Prasthiwi (2009), dan Mustafa et al.,

(2010) serta Rusydi dan Fathoni (2011).

2. Pengujian dan Pembahasan Model Hipotesa Kedua

Pengujian yang didapatkan pada tabel 4.7 untuk hipotesis kedua (H,) dapat dianalisis

sebagai berikut:
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a. Signifikansi dari uji T untuk X, adalah sebesar 0.024. Angka 0,024 < 0.05 (nilai a/2 =
2.5%), artinya H,, ditolak dan H,, diterima.

b. Nilai T hitung untuk X, sebesar 7.858, T tabel = 1.99125. T hitung > T tabel, artinya
H,, diterima dan H,, ditolak.

Hasil analisa di atas menyimpulkan bahwa implementasi good governance
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan. Hasil penelitian yang
didapatkan dalam pengujian hipotesa penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang
diungkapkan oleh Nadeak (2010) dan Elysabeth (2009).

3. Pengujian dan Pembahasan Model Hipotesa Ketiga

Pengujian yang tertera pada tabel 4.6 untuk model hipotesis ketiga (Hs) dapat
dianalisis sebagai berikut:

a. Signifikansi dari uji F adalah sebesar 0.000. Angka 0,000 lebih kecil dari 0,05 (nilai
a/2 =2.5%), artinya Hz, ditolak dan Hs, diterima.
b. Nilai F hitung adalah sebesar 37.352. F tabel = 3.87. F hitung > F tabel, artinya Hs,

ditolak dan Ha, diterima.

Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan dan implementasi
good governance berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan pengguna
layanan. Hasil pengujian pada model hipotesa ini, konsisten dengan penelitian Mulyawan
(2009) dan Ikbal (2012) yang mengungkapkan bahwa implementasi good governance
secara bersama-sama dengan kinerja pelayanan mampu meningkatkan kinerja yang pada
akhirnya dapat menghasilkan kepuasan pengguna layanan. Konsisten dengan penelitian
sebelumnya, menurut Theresia (2008) implementasi good corporate governance mampu
meningkatkan Kinerja dan citra aparat pajak, hal tersebut dapat dilihat dari survey
kepuasan pengguna yang menyatakan adanya kepuasan pelayanan yang telah diterima
pengguna layanan. Demikian juga menurut Susilo (2009), peranan reformasi birokrasi
adalah untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Dengan demikian. adanya
reformasi birokrasi akan menciptakan sinergi antara good governance dan kualitas

pelayanan yang pada akhirnya akan menghasilkan kepuasan pengguna layanan.

5. Penutup
5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
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a. Penelitian ini telah membuktikan bahwa kinerja layanan pada KPPN Padang
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan. Dengan demikian
penelitian ini konsisten dengan penelitian Nugroho dan Sumadi (2005), Prasthiwi
(2009), dan Mustafa et al., (2010), serta Rusydi dan Fathoni (2011).

b. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nadeak (2010) dan Elysabeth (2009),
yang menunjukkan bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pengguna layanan pada KPPN Padang.

¢. Hasil penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa kinerja layanan yang prima dan
peran implementasi good governance yang baik KPPN Padang secara bersama-sama
memberikan pengaruh signifikan terhadap meningkatnya kepuasan pengguna layanan.
Dengan demikian, penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
Theresia (2008), Mulyawan (2009), Susilo (2009), dan Ikbal (2012).

5.2 Keterbatasan dan Saran
Beberapa keterbatasan yang harus dicermati dan saran terhadap keterbatasan yang
ditemui oleh peneliti dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan penilaian Kinerja yang
diukur melalui kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Kinerja
layanan dapat diukur menggunakan lima dimensi kualitas layanan, yakni:
Responsiveness; Assurance; Tangible; Emphaty; dan Reliability (Zeithaml et al.,
1990). Namun, pengukuran kinerja layanan publik tidak hanya ditentukan dengan
menggunakan metode tertentu. Penilaian kinerja pelayanan publik pada utamanya
harus menggunakan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan
perbaikan prosedur dan atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan
publik dan peraturan perundang-undangan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat
menggunakan metode pengukuran kinerja layanan lainnya seperti metode yang diatur
dalam Permen PAN dan RB Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Pelayanan.

b. Penelitian ini menggunakan dua faktor penyebab kepuasan pengguna layanan, yakni
implementasi good governance dan Kinerja layanan. Hasil uji F menunjukkan bahwa
sebesar 47.9% kepuasan pengguna layanan dipengaruhi oleh kinerja layanan dan good
governance sedangkan sisanya sebesar 52.1% dijelaskan oleh variabel lain di luar

penelitian ini. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas faktor-faktor
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penyebab kepuasan pengguna layanan seperti faktor harapan pengguna, aspek
emosional pengguna dan aspek ukuran organisasi pemerintah pengguna layanan.

c. Disebabkan pertimbangan waktu dan biaya, penelitian ini hanya menggunakan
populasi pada instansi pemerintahan pada lingkup dan wilayah yang terbatas, yakni
hanya meliputi 320 satuan kerja yang berada lingkup wilayah kerja KPPN Padang.
Untuk dapat lebih memberikan gambaran lebih lengkap mengenai faktor-faktor
penyebab kepuasan pengguna layanan, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya
dapat menentukan lokasi penelitian dan populasi penelitian tidak hanya pada satu

KPPN atau instansi pemerintah penyelenggara layanan.
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